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Abstrak

Pelaksanaan desentralisasi pada otonomi daerah menyebabkan
permasalahan politik dinasti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti
empiris terkait perbedaan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda)
kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun tanpa politik dinasti. Kinerja
pemda pada penelitian diukur menggunakan EKPPD dan IPM. Sementara,
akuntabilitas diukur dengan opini BPK RI. Penelitian menggunakan data periode
2012-2017. Penelitian menggunakan matched sample dan dilakukan uji beda
Mann Whitney.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan EKPPD dan
IPM pada pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan tanpa politik
dinasti. Selain itu penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
akuntabilitas antara pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun
tanpa politik dinasti.

Keyword: Politik Dinasti, Kinerja Pemda, EKPPD, IPM, Akuntabilitas

Xi



BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di masa Reformasi 1998, ada transformasi rezim orde baru ke reformasi.
Sejak masa reformasi hingga sekarang, pemerintah memiliki wewenang dalam
menjalankan pemerintahannya berdasar UU No. 23/2014 Pasal 1(6). Adanya
otonomi daerah mendorong perubahan sistem politik dimana sebagian urusan dan
kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan pada kepala daerah yang dipilih
langsung oleh rakyat setempat. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan daerah
yang demokratis dengan maksud pelaksanaan kerja pemerintah lebih optimal dan
bertanggungjawab pada rakyat yang telah memberinya amanah untuk memimpin

daerah mereka.

Pembentukan otonomi daerah bermaksud menumbuhkan akuntabilitas,
efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah (pemda) sehingga good governance
dapat tercapai (Silitonga, dkk, 2020). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
pemda perlu melakukan penilaian kinerja baik dari segi keuangan maupun non
keuangan untuk mengetahui keberhasilan dalam pencapaian tujuan pemda.
Penyelenggaraan otonomi daerah dipertanggungjawabkan dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Peraturan Pemerintah No. 3
Tahun 2007 menyebutkan jika LPPD memerlukan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) serta informasi pelengkap

seperti laporan pertanggungjawaban APBN, informasi keuangan daerah dan



laporan Kinerja instansi pemda. Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil
Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemda yang baik dapat tercipta dengan keuangan daerah
yang dikelola baik sesuai tujuan pemda sehingga dapat memajukan daerah dan
mensejahterakan masyarakatnya. Dalam mengetahui keberhasilan pencapaian
pembangunan suatu daerah mampu mempengaruhi sekaligus membagun kualitas
hidup masyarakatnya, maka diperlukan pengukuran dari segi non keuangan salah
satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran Kinerja
pemerintah dan alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM mampu
mengukur level pembangunan serta menjelaskan hasil pembangunan pemda
melalui kesehatan, edukasi, pendapatan, dan lainnya. Bentuk pertanggungjawaban
pada publik atas kegiatan yang dilakukan merupakan wujud akuntabilitas
(Mahsun, dkk, 2015). Pertanggungjawaban melalui pelaporan dilakukan audit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) guna memastikan
jika dana masyarakat dikelola sesuai dengan tujuan yang dicapai. Penilaian BPK
dalam bentuk opini audit terhadap laporan keuangan pemda akan digunakan
sebagai ukuran akuntabilitas dalam penelitian ini.

Memasuki otonomi daerah, pelaksanaan pemerintahan menjadi desentralisasi
menimbulkan permasalahan baru yaitu politik dinasti. Politik dinasti dipahami
sebagai kelompok orang yang memiliki ikatan keluarga yang menjalankan
kekuasaan perpolitikan (Nurdjan & Minarwati, 2019). Akhir-akhir ini publik
diriuhkan dengan isu politik dinasti yang akan dibangun Jokowi-Ma’ruf Amin

(Presiden-Wakil Presiden 2019-2024). Hal ini terjadi lantaran terdapat 4 anggota



keluarga Jokowi bakal maju Pilkada 2020. Dikutip dari Kompas.com (13Juni
2020), Gibran Rakabuming Raka (Putra Sulung) maju dalam Pemilihan Wali Kota
Solo 2020, Bobby Nasution (menantu) maju dalam Pilkada Wali Kota Medan
2020, Wahyu Purwanto (adik ipar) mencalonkan diri sebagai Bupati
Gunungkidul, dan Doli Sinomba Siregar (paman dari menantu) bakal calon Bupati
Tapanuli Selatan. Dari pihak Ma’ruf Amin terdapat putrinya (Siti Nur Azizah)
yang bakal maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut
menimbulkan kekhawatiran publik akan politik dinasti yang dibangun yang
nantinya dapat mempengaruhi checks and balances pemerintahan dan kemudian

mengarah pada praktik korupsi.

Majalah.tempo.co (15 Juni 2020), menjelaskan faktor politik dinasti yang
makin menjamur dipengaruhi oleh tidak adanya aturan yang membatasi,
institusional partai politik yang lemah, penyalahgunaan kekuasaan guna
memenangkan anggota keluarga mereka dalam pemilihan, dan beberapa pihak
menganggap politik dinasti tidak menjadi masalah. Politik dinasti menjadi suatu
ancaman karena menyebabkan tidak terpilihnya pemimpin yang potensial.
Dilansir dari nasional.sindonews.com (13Juni 2020), Yenny Sucipto (Sekjen
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menyatakan jika pelaku praktik
politik dinasti yang luas cenderung berperilaku korup dan menyalahgunakan

wewenangnya.

Penelitian politik dinasti terhadap kinerja dan akuntabilitas pemda di
Indonesia mengacu pada beberapa jurnal penelitian terdahulu. Penelitian Pratolo

& Irmawati (2020) merumuskan jika kinerja berdampak pada akuntabilitas



laporan keuangan pemda dan politik dinasti tidak berdampak pada akuntabilitas
pelaporan keuangan pemda. Penelitian Nuritomo, & Rossieta (2014)
merumuskan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif pada akuntabilitas laporan
keuangan sedangkan tidak berpengaruh pada kinerja pemda. Selain itu hasil
penelitian mengungkapkan jika sistem pengendalian internal mampu memperkecil
dampak negatif politik dinasti. Aji & Pratolo (2018) menemukan praktik politik
dinasti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda sedangkan SPI
berpengaruh pada kinerja pemda. Disamping itu penelitian menunjukkan bahwa
akuntabilitas tidak memediasi antara politik dinasti dan SP1 pada kinerja pemda.
Setyaningrum & Saragih (2019) menemukan dinasti politik berpengaruh negatif
pada kinerja pemda. Pengaruh politik dinasti pada kinerja dapat dikurangi dengan
tata kelola pemerintahan. Asako, dkk (2010) menemukan politik dinasti
berdampak negatif pada demokrasi. Selain itu kinerja ekonomi rendah padahal

sumber daya yang dimiliki melimpah.

Republika.co.id (13 Juni 2020), Akbar Fauzal Direktur Eksekutif Nagara
Institute menyatakan bahwa sebanyak 86 kepala daerah terdampak melakukan
dinasti politik dalam pilkada 2015, 2017 dan 2018. Dalam 3 kali pilkada serentak

ada 14,78% atau sekitar 80 wilayah terdampak dinasti politik.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu serta fenomena yang ada, peneliti
tertarik untuk melakukan replikasi penelitian terhadap Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia yang mengalami politik dinasti dengan rentang tahun penelitian yang

diperluas. Selanjutnya, judul penelitian ini adalah “Perbedaan Kinerja dan



Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terlibat Politik

Dinasti dan Tanpa Politik Dinasti di Indonesia Tahun 2012-2017.”

1.2. Rumusan Masalah
Dengan berdasarkan masalah yang diungkapkan terlebih dahulu, beberapa
rumusan penelitian yang bisa dibentuk adalah:
1. Apakah terdapat perbedaan EKPPD pemda kabupaten/kota yang terlibat
politik dinasti dan pemda kabupaten/kota tanpa politik dinasti?
2. Apakah terdapat perbedaan IPM pemda kabupaten/kota yang terlibat
politik dinasti dan pemda kabupaten/kota tanpa politik dinasti?
3. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas pemda kabupaten/kota yang

terlibat politik dinasti dan pemda kabupaten/kota tanpa politik dinasti?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian diperlukan supaya mencapai hasil penelitian
konsisten dan fokus ke tujuan. Penelitian fokus pada politik dinasti pada level
eksekutif yaitu kepala daerah yang memiliki ikatan keluarga sedarah ataupun
semenda yang menempati posisi di daerah yang sama ataupun daerah yang

berbeda.



1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan guna memberikan bukti empiris mengenai perbedaan

kinerja yang dinilai dengan EKPPD dan IPM serta perbedaan akuntabilitas

antara pemda yang terlibat politik dinasti dan pemda tanpa politik dinasti.

1.5.Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

a.

Bagi Peneliti

Perolehan hasil bisa dijadikan pengetahuan perbedaan kinerja dan
akuntabilitas terkait pemda yang terlibat politik dinasti dan tanpa
politik dinasti. Bagi penelitian selanjutnya, hal ini bisa dijadikan
referensi baru.

Bagi Pembaca

Hasil yang diperoleh dari penelitian mampu memberikan wawasan
pembaca mengenai perbedaan kinerja dan akuntabilitas antara

pemda yang terlibat politik dinasti dan tanpa politik dinasti.

2. Kontribusi Praktik

a.

Bagi Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk membentuk aturan dan
melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemda di seluruh
Indonesia sehingga mampu menciptakan kinerja dan akuntabilitas

pemda yang baik.



b. Pihak Masyarakat
Penelitian mampu menginformasi masyarakat untuk mengawasi
kinerja pemda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar dapat
memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung demi

terwujudnya kesejahteraan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Agar arah pembahasan dapat dimengerti dan dipahami maka dibuatlah
sistematika ini:
BAB | PENDAHULUAN
Penjabaran permasalahan riset, perumusan permasalahan, serta batas
permasalahan tentang politik dinasti, kinerja dan akuntabilitas pemda. Diuraikan
pula manfaat, tujuannya riset serta sistematik pembahasannya.
BAB Il LANDASAN TEORI
Uraian konsep tentang politik dinasti, kinerja pemda, dan akuntabilitas
pemda yang selanjutnya dipakai sebagai landasan analisis masalah serta konteks
pemikiran riset.
BAB Il METODE PENELITIAN
Mencakup objek serta lokasi, populasi serta sampel, jenis serta teknik
mengumpulkan data, pendefinisian operasionalisasi variabel beserta teknik

penganalisisan data.



BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum objek penelitian yaitu kabupaten/kota yang terlibat
politik dinasti maupun kabupaten/kota tanpa politik dinasti. Selanjutnya dilakukan
penjabaran dan analisis hasil Uji Mann Whitney terkait perbedaan kinerja yang
dinilai dengan EKPPD dan IPM serta perbedaan akuntabilitas antara

kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun tanpa politik dinasti.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perbedaan kinerja pemda dan
akuntabilitas kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan kabupaten/kota tanpa
politik dinasti. Kinerja pemda diukur melalui 2 aspek yaitu skor EKPPD
(keuangan) dan IPM (non-keuangan), sedangkan akuntabilitas diukur dengan
opini BPK RI. Hasil pengujian dengan uji beda Mann Whitney menunjukkan: (1)
tidak ada perbedaan EKPPD antara pemda berpolitik dinasti dengan pemda tanpa
politik dinasti, (2) tidak ada perbedaan IPM antara pemda berpolitik dinasti
dengan pemda tanpa politik dinasti, dan (3) tidak ada perbedaan akuntabilitas

antara pemda berpolitik dinasti dengan pemda tanpa politik dinasti.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tak lepas dari keterbatasan yakni pencarian
sampel data politik dinasti dilaksanakan manual dengan matched sample yang
berpotensi self selection bias. Guna mengatasinya, maka digunakan total aset dan
total pendapatan untuk memperoleh sampel politik dinasti. Disamping itu,
terbatasnya akses data EKPPD menyebabkan penelitian hanya dilakukan pada

periode 2012-2017.

39
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5.3. Saran

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran variabel kinerja
pemda dan akuntabilitas pemda dengan proksi lainnya serta memperluas variabel
politik dinasti menjadi level legislatif sehingga dapat diketahui dampak lainnya.
Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan pengaruh APIP pada

politik dinasti.
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LAMPIRAN

HASIL PENGUJIAN SPSS

1. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

Politik Kolmogorov-Smirnov? Shapiro-Wilk
Dinasti Statisti |  df Sig. | Statisti| df Sig.
C C
EKPPD Nf)n' ,179 210( ,000( ,831 210 ,000
Pemda Dinasti
Dinasti ,120 210( ,000( ,894 210 1,000
a. Lilliefors Significance Correction
Tests of Normality
Politik Kolmogorov-Smirnov® Shapiro-Wilk
Dinasti Statisti |  df Sig. | Statisti | df Sig.
C C
Non ,076 210( ,005( ,969 210 ,000
IPM Pemda  Dinasti
Dinasti ,104 2101 ,000( ,959 210 1,000
a. Lilliefors Significance Correction
Tests of Normality
Politik Kolmogorov-Smirnov® Shapiro-Wilk
Dinasti Statisti |  df Sig. |Statisti | df Sig.
C C
Akuntabilitas on ,328 210( ,000( ,728 210 ,000
Pemda Dinasti
Dinasti ,282 210( ,000( ,758 210 1,000

a. Lilliefors Significance Correction
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2. Hasil Uji Mann Whitney

Test Statisticsa
EKPPD
Pemda
Mann-Whitney U 20362,000
Wilcoxon W 42517,000
Z -1,357
Asymp. Sig. (2- ,175
tailed)

a. Grouping Variable: Politik

Dinasti

Test Statistics®

IPM
Pemda
Mann-Whitney U | 21444,000
Wilcoxon W 43599,000
Z -,487
Asymp. Sig. (2- ,626
tailed)
a. Grouping Variable: Politik
Dinasti
Test Statistics®
Akuntabilitas
Pemda
Mann-Whitney U 20263,500
Wilcoxon W 42418,500
z -1,589
Asymp. Sig. (2-tailed) 112

a. Grouping Variable: Politik

Dinasti
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